
32 Tahun 2004 tentang 
d Nomor . . 

4 Undang-Un ang b an Negara Repubhk Indonesia . D rah (Lem ar 
Pemerintahan ae bahan tembaran Negara Nomor 

125 Tam 
Tahun 2004 Nomor ' d'ubah beberapa kali terakhir . a telah I 
4437) sebaga1man 1 

10 Tahun 2004 tentang d U dang Nomor 
3. Un ang- n Perundang-undangan (Lembaran 

tuk n Peraturan 
Pemben a · · . Tahun 2004 Nomor 53, R blik Jndones,a . 
Negara epu · Ne ara Republik Indonesia Nomor 
Tambahan Lembaran g 

4389); 

1. ·undang.:Undang Nomor 17 Tahun 1950. tentang 
P-embentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lmgkungan 
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; 

N mor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan 2. Undang-Undang o . 
Negara Republik Indonesia Tahun 1962 oaerah (Lembaran . . 

L mbaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 10, Tambahan e 
Nomor 2387); 

Mengingat 

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
-huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang 
Penggunaan Bagian Laba Perusahaan Daerah Obyek Wisata 
Taman Kyai Langgeng; 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (3) 
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang 
Perusahaan Daerah Obyek Wrsata Taman Kyat Langgeng, 
maka petlu adanya pengaturan penggunaan baqian laba 
Perusahaan. D.aerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng; 

Menimbang 

DE NGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA 
WALIKOTA MAGELANG, 

pENET APAN PENGGUNAAN BAGIAN LABA PERUSAHAAN DAE RAH 
OBYEK WISA TA T AMAN KY Al LANGGENG KOT A MAGELANG 

TENT ANG 

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG 
NOMOR 8t; TAHUN 2010 

W·ALIKOT A MAGELANG 
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6. 

5. 

1· Daerah adalah Kata Magelang. kat Daerah sebagai unsur 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perang 

Penyelenggara Pemerintah Daerah. 
3· 

Walikota adalah Walikota Magelang. 
0 

h Obyek Wisata Taman Kyai 
4· Perusahaan Daerah adalah Perusahaan aera 

Langgeng Kota Magelang. . adalah Pimpinan Perusahaan 
b t oirektur Direksi yang selanjutnya dlse u 

Daerah. p usahaan oaerah Obyek Wisata 
d Pengawas er 

Badan Pengawas adalah Ba an 
Taman Kyai Langgeng Kata Magelang. h Obyek Wisata Taman Kyai 7 haan oaera 

· Pegawai adalah Pegawai Perusa 

Langgeng Kota Magelang. 

Pasa11 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGUNAAN BAGIAN 
LABA PERUSAHAAN DAERAH OBYEK WISATA TAMAN 

KY Al LANGGENG. 

Menetapkan : 

MEMUTUSKAN: 

8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2009 
tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai 
Langgeng; 

7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan 
Pemerintahan Daerah Kota Magelang; 

dengan Undang-Undang N 
Perubahan Kedua At omor 12 Tahun 2008 tentang 

as Undang-Undang N 32 T h 
2004 tentang Pemerintah omor a un 
Republik lndon . an Daerah (Lembaran Negara 

esra T ahun 2008 N 
Lembaran Ne ara R . omor 59, Tambahan 9 epublrk Indonesia Nornor 4844); 

5. Peraturan Presiden No 
mor 1 Tahun 2007 tentang 

Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan 
Perundang-undangan; 
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Pasal3 
(1) d. tor ke Pemerintah Daerah melalui 

Bagian Laba untuk Daerah harus segera ise . 
K 'h d'tetapkan oleh Wallkota. 

as Daerah setelah Laba Bersi I h fkan laporan arus kas (2) p O h harus memper a I enyetoran Bagian Laba untuk aera 

(cash flow) perusahaan. . d. ksud ayat (1 ), dianggarkan 
(3) B . h ebaga1mana ima 

ag1an Laba untuk Daera 5 d Belanja Daerah tahun anggaran 
dalam penerimaan Anggaran Pendapatan an 
berikutnya. 

BAB Ill 
PENGGUNAAN LABA PERUSAHAAN DAERAH 

Bagian Kesatu 
Bagian Laba Untuk Daerah 

Pasal2 
Laba bersih yang telah ditetapkan oleh Walikota setelah terlebih dahulu diaudit oleh 
Akuntan Publik dibagi sebagai berikut : 

a. Bagian Laba untuk Daerah sebesar 55% {lima puluh lima persen) dari laba 
bersih. 

b. Cadangan Tujuan sebesar 15% {lima belas persen) dari laba bersih. 
c. Cadangan Umum sebesar 10% (sepuluh persen) dari laba bersih. 
d. Dana Pensiun sebesar 5% (lima persen) dari laba bersih. 
e. Jasa Produksi sebesar 10% (sepuluh persen) dari laba bersih. 
f. Dana Sosial dan Pendidikan 5% (lima persen) dari laba bersih. 

BAB II 
PENETAPAN LABA PERUSAHAAN DAERAH 

;an Laba untuk Daerah adalah b . aag ag1an laba b ·h s. usahaan Oaerah untuk pemerintah O ersi yang diberikan oleh per aerah yang 
Asli oaerah. merupakan Pendapatan 
cadangan Tujuan adalah cadangan Yang dib . 

9. capai tujuan tertentu. entuk dan laba bersih untuk men 
cadanQ Umum adalah cadangan yang dib . 

10. t k entuk dari laba bersih yang d·maksudkan un u - menampung hal-hal d . . 
I an keJad1an yang tidak dapat 

d·perkirakan sebelumnya. Cadangan Umum b'I 
1 • • 1 amana telah tercapai tujuannya 

dapat diahhkan untuk penggunaan lain dengan K t . 
epu usan Wahkota. 
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Pasal6 
(1) Dana Pensiun merupakan penghimpunan dana dari bagian lab.a ~erusahaan 

p ogram Pensiun bag, Direktur dan 
Yang dipergunakan nanya untuk Bantuan r 
Pegawai. 

(2) B . . dib lkan secara tunai. antuan Program Pens1un t1dak I en . . 
(3) . arakan oleh Dana Pensiun Pemben 

Bantuan Program Pensiun dapat d1selengg 
. . embaga Keuangan (OPLK). 

KerJa (DPPK) atau Dana Penstun L . . k ud pada ayat (1) adalah 
(4) p . . ebagaimana d1ma s 

ropors1 pembenan bantuan s . . tahun terhadap jumlah gaji 
ra · d na pens1un tiap s10 antara besarnya a h tiap bulan dikalikan dengan 
d. ktu · ra keseluru an ire r dan pegawa1 sece . diterima setiap bulan. 
besaran Gaji Direktur atau Pegawa, yang 

Bagian Keempat 
Dana Pensiun 

Pasal5 
(1) Cadangan Umum harus segera ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam 

Neraca Perusahaan setelah Laporan neraca dan Perhitungan Laba Rugi 
Perusahaan disahkan oleh Walikota. 

(2) Cadangan Umum dapat digunakan untuk hal-hal dan kejadian yang tidak 
dapat diduga sebelumnya seperti kerugian perusahaan. 

(3) Penggunaan cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 
mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Walikota. 

Bagian Ketiga 
Cadangan Umum 

Pasa14 
cadangan Tujuan harus segera ditempatk d . 

(1) ca Perusahaan setelah Lap an alarn rekening tersendiri dalam 
Nera oran Neraca dan p h' . 

haan disahkan oleh Wa1·,k t er ,tungan Laba Rug, perusa o a. 
cadangan Tujuan dapat digunakan untuk . . 

(2) mencapa, tuiuan tertentu seperti 
Peningkatan usaha, penambahan aset cadanga .k . . ' n res, o dan sebaqainya. 

(3) penggunaan cadangan tujuan sebagaimana d. k d . una su pada ayat (2) harus 
mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Wark t IO a. 

Bagian Kedua 
Cadangan Tujuan 
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a. mengikuti pameran dan seminar; 
b. mengikut pendidikan dan pelatihan; . 
c. mengadakan studi banding atau kunjungan kerJa; 
d · I can · bantuan musibah/bencana sosia · 
e. bantuan uang duka kematian. d'd'kan sebagaimana dimaksud 

(3) p lal dan pen 1 1 
elaksanaan penggunaan dana sos 

Pada ayat (2) diatur oleh Oirektur. 

Pasa18 
(1) Dana sosial dan pendidikan harus segera ditempatkan dalam rekening 

tersendiri dalam Neraca Perusahaan setelah Laporan neraca dan Perhitungan 

Laba Rugi Perusahaan disahkan oleh Walikota. 
(2} Dana sosial dan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 

digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan 
k · . t k kepentingan sosial bagi pegawai seperti : 
eseJahteraan peqawa: serta un u 

Bagian Kelima 
Dana sosial dan pendidikan 

PasaL 1 

Jasa -produksi merupakan bagian dan 1 b . 
{1) · . 1 a a bers1h . 

dib,igikan untuk menmgkatkan kinerja-. setelah pajak yang dapat 

pembagian jasa produksi sebagaimana dt. 
(Z) setiaP tahun berdasarkan hasil audit akunta~aksud pad a ayat ( 1) diberikan 

Walikota. pubhk yang telah disahkan oleh 

(3) 
perhitungan pembagian jasa produksi seb . aga1mana dimaks d d ( ) 
diatur sebagai berikut : u pa a ayat 1 

a. Sadan Pengawas dan pihak terkait sebesar 1 Oo/c 
pembagiannya diatur sebagai berikut: o (sepuluh persen) yang 

1. B~dan Pen~awas sebesar 70% (tujuh puluh persen). 
2. P1hak terkait sebesar 30% (tiga puluh persen). 

b. Oirektur. dan Pegawai sebesar 90% (sembilan puluh persen) yang 
pembagiannya menggunakan indek sebagai be.rikut. :. 
1. .Direk.tur dengan indek 1 oo. 
2. Kepala Bagian denqan indek 60. 
3. Kepala Sub Bagian dengan indek 40. 
4. Pegawai dengan indek 30. 
5. Calon pegawai dengan indek 20. 
6. Honorer atau tenaga kontrak dengan indek 10. 

(4) Pelaksanaan pembagian [asa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi keuangan perusahaan. 

Bagian Kelima 
Jasa Produksi 
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BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2010 NOMOR 35 

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG 
---rlt 

Diundangkan di Magelang 
pada tanggal 1 Desember 2010 

SIGIT WIDYONINDITO 

' 

tapkan di Magelang 
a tanggal I l)Q~ wio 

Pasa19 
t ran waHkota ini mulai berlaku pada t pera u anggal diundangkan. 

setiap orang mengetahuinya mem . Agar • enntahkan 
l
·Kota lni dengan penempatannya dalam 8 . pengundangan Peraturan wa , enta Daerah Kota M I age ang. 

BABIV 
KETENTUANPENUTUP 


